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Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasanyangtelahdiuraikan,maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

0. BentukPerilaku FlexingTerkaitArisanBodong di Kabupaten Karo


Perilaku flexing yang dilakukan oleh pelaku arisan bodong di Kabupaten Karo umumnya berupa pamer kekayaan, gaya hidup mewah, dan citra sosial yangdibangunsecarakonsistendimediasosialsepertiInstagramdanTikTok. Flexingini bertujuanuntukmembangunkepercayaanpublik,menciptakancitra kredibel dan sukses, serta mendorongmasyarakatagar ikut dalamarisan yang ditawarkan. Modus tersebut terbukti efektif dalam menarik korban dari berbagailatarbelakangsosialekonomi,terutamaiburumahtanggadanpekerja usia produktif yang aktif di media sosial.

0. KetentuanHukum danRegulasi terhadapArisanBodongdan Flexing


Saat ini belum terdapat regulasi khusus yang mengatur secara tegas mengenai praktikarisanberbasisdaring,terlebihlagi dalam kontekspenipuan dengan pendekatan flexing. Meski demikian, tindakan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam KUHP (Pasal 378 tentang penipuan), UU ITE (Pasal 28 ayat (1)), serta UU PerlindunganKonsumen.Namun,belumadanyaperangkathukumyang




spesifikdanpendekatandigitaldalamsistempembuktianmenyebabkan penegakan hukum berjalan lambat.

0. TinjauanYuridisterhadapPelakuFlexingdalam Arisan Bodong


Dari sudut pandang yuridis, pelaku flexing dalam arisan bodong dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena telah menipu korban dengan menciptakan kesan palsu tentang kemampuan ekonomi dan kredibilitasnya. Meski flexing tidak dilarang secara eksplisit dalam hukum, ketika digunakan untuk menyesatkan dan merugikan orang lain secara sistematis, maka dapat dianggapmemenuhiunsurtindakpidanapenipuan.Namun,pembuktianunsur ini memerlukan pendekatan hukum yang adaptif terhadap fenomena digital.

0. UpayaHukumdalamMenanggulangiPraktikFlexingdanArisanBodong


Upaya hukum yang dilakukan korban saat ini masih terbatas dan banyak mengalami hambatan, seperti kurangnya bukti digital, ketakutan sosial, dan minimnya literasi hukum. Penegakan hukum juga belum maksimal karena keterbatasan kapasitas aparat dalam menelusuri jejak digital pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum yang lebih efektif dan terstruktur, seperti pembentukanunitsiberdidaerah,perbaikanregulasiterkaitarisandigital,serta kerja sama lintas sektor antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil untuk mencegah praktik serupa berulang.
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Berdasarkanhasilpenelitiandankesimpulandiatas,makapenulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. UntukPemerintahDaerahdanAparatPenegakHukum:

0. Perlu membentuk unit penanganan khusus kejahatan digital di wilayah Kabupaten Karo, termasuk pelatihan khusus untuk penyidik mengenai pembuktian berbasis digital.
0. Menyusun peraturan daerah atau kebijakan lokal terkait arisan daring guna melindungimasyarakatdari praktik-praktikpenipuanterselubung seperti flexing.
0. Meningkatkan kerja sama dengan platform media sosial untuk memfasilitasi pelaporan akun mencurigakan serta pelacakan pelaku kejahatan digital.
1. UntukMasyarakat:

1. Meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan terhadap konten media sosial yang bersifat manipulatif.
1. Janganmudahtergiurolehtampilankemewahanataugayahidupdi media sosial tanpa verifikasi informasi yang valid.
1. Segera	melaporkan	jika	menjadi	korban	arisan	bodong,	serta menyimpan bukti digital seperti tangkapan layar dan bukti transfer.
1. UntukAkademisi danPeneliti Hukum:

2. Diperlukan lebih banyak penelitian dan kajian akademik tentang transformasi hukum pidana di era digital, khususnya terkait kejahatan non-konvensional seperti arisan bodong dan flexing.




2. Mendorong pengembangan hukum berbasis teknologi informasi agar regulasi tetap relevan dengan perkembangan zaman.
1. UntukLembaga BantuanHukum danKomunitasSosial:

3. Memberikan bimbingan hukum dan advokasi kepada korban arisan bodong secara kolektif, agar suara mereka lebih kuat dalam proses hukum.
3. Membentuk komunitas pelapor atau jaringan advokasi digital sebagai bentuk solidaritas korban dan upaya pencegahan penipuan serupa.
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